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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah di kemukakan 

dalam bab sebelumnya penulis menyiimpulkan bahwa tindakan 

penenggelaman kapal untuk menanggulangi pencurian ikan (Illegal 

Fishing) oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan 

UU tentang perikanan sudah berjelan dengan efektif.  

Dengan adanya tindakan penenggelaman kapal tersebut jumlah 

pencurian ikan (Illegal Fishing) dari tahun ke tahun mengalami penurunan 

sehingga langkah tersebut berhasil menurunkan kerugian negara sebagai 

akibat Illegal Fishing. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan di 

akhir tahun 2018, dimana stok ikan meningkat menjadi 13 ton, ini 

merupakan peningkatan yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan 

tahun 2014 dimana pada tahun tersebut, stok ikan turun menjadi 7,1 juta 

ton. 

 

B. Saran 

Kebijakan penenggelaman kapal ikan memang merupakan cara yang 

cukup efektif dalam menanggulangi pencurian ikan (Illegal Fishing), akan 

tetapi untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut pemerintah 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada beberapa kapal yang telah 

diserahkan kepada nelayan untuk digunakan, akan tetapi karena 
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keterbatasan biaya para nelayan cenderung menjual kembali kapal-kapal 

tersebut ke pemilik aslinya. Peneliti memberikan saran agar biaya yang 

digunakan untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut dapat disalurkan 

kepada para nelayan untuk merawat kapal nelayan dan kepada mereka 

perlu diberikan penyuluhan tentang prosedur penangkapan ikan yang baik 

sesuai dengan aturan yang ada.  
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